PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 62 TAHUN 2010

- TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN/PELEBARAN TRACE KALI PESANGGRAHAN LAMA YANG
TERLETAK DI KELURAHAN KEDOYA UTARA DAN KEMBANGAN SELATAN,

KECAMATAN KEMBANGAN, KOTAADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

a.

bahwa dalam rangka penataan sistem pengelolaan -drainase kota

- di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, periu-adanya pengaturan -
‘pengairan yang terarah antara lain. dengan pembangunan/

pelebaran trace Kali Pesanggrahan Lama yang jeretak di Kelurahan
Kedoya Utara dan Kembangan Selatap, Kecamatan Kembangan,
Kota Administrasi Jakarta Barat;

bahwa . berkaitan dengan' pengaturan pengairan yang terarah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka periu dibuat rencana

trace Kali Pesanggrahan Lama dari Kelurahgn Kedoya Utara

sampai dengan Kelurahan ‘Kembangan Selatan, Kecamatan
Prfe_mbanan, untuk melancarkan debit air terutama pada musim
ujan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur. 'tentanﬁ
Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untu
PelaksanaanPemban gunaanelebaran‘ Trace Kali Pesanggrahan
Lama, yang Terletak dii Kelurahan Kedoya Utara dan Kembangan
Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasl Jakarta Barat;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1860 tentang Peraturan Dasar

‘Pokok-pokok Agraria;

Undang-Undang ‘Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakajan Tanah Tanpa lzin yang Berhak atau Kuasanya;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Pemndangeundangan;



Menetapkan

5. 'Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan
- Daerah sebagaimana telah beberapa. kali diubah terakhir dengan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagal lbukota Negara
‘Kesatuan Republik. IndoneSIa

8. Peraturan Presu:len Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
~ Tanah bagl Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2006 ‘

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 tentang- Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
'Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang

- Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

- tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum;

10, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentan Penetapan

‘Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wllayah ecamatan di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

'11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam

Wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta,

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

~ 13.- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organlsasy

Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/
PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/

' PELEBARAN TRACE KALI PESANGGRAHAN LAMA YANG TERLETAK DI

KELURAHAN KEDOYA UTARA DAN KEMBANGAN SELATAN, KECAMATAN

-KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAL.

Pasal 1

Penguasaan, Perencanaaaneruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan
pembangunan/pelebaran trace Kali Pesanggrahan Lama terhadap
R elaksanaan inventarisasi yang terletak di Kelurahan Kedoya Utara dan

elurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dijelaskan dengan nda garis
wama biru tebal pada peta’snuasn 1:1000 terdii dari 2 (dua) lembar
dengan -nomor pemeriksaan 222/B/PPSK/DTR/IV/09 dibuat sebanyak
2 (dua) set yang aslinya dnsnmpan di Biro Umum Setda Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta. ,

Pasal 2

Penguasaan perencanaanlperuntukan bi dang tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Kepala Dinas PekerLaaan

Umum Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta untuk membeb
mengosongkan dan mengamankan tanah/flokasi yang digunakan, baik
langsung maupun tldak iangsung untuk pelaksanaan pembangunan



Pasal 3

" Peraturan Gubemur ini mulau berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
dan akan ditinjau kembali apabila pelaksanaan fpembebasan/

‘pembangunan belum selesai sedangkan jangka wakiu  sudah
terlampam ' ‘ ' ‘

Pasal 4

- Sekretaris, Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar

mengoordinasikan pelaksanaan - lebih lanjut Peraturan  Gubemur ini
' dengan |nstanS| terkait. -

Pasal$

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar 'setlap- orang mengetahumya memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta .
pada tanggal 2 Maret 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUK /' TA JAKARTA

Diundangkan di Jakarta
oada tanggal 31 Maret 2010

~ SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKQTA JAKARTA
TAHUN' 2GmNOMOR ‘



